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PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm
o\ tre\ Y Z
PSR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 21 tahun, agama Islam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20
Agustus 2021 sebagaimana didaftarkan pada Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Pariaman Nomor: WS5-
A6/82/HK.05/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 telah
memberi kuasa kepada Mhd. Khadafi Abdullah, SH.I., MH,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga
Bantuan Hukum Mhd. Khadafi Abdullah.SH.I., MH & Rekan,
berkantor di Jin. Syeh Buharhanuddin Mangopoh Ujung
Utara, Nagari mangopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan
Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera

Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman
pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor
775/Pdt.G/2021/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami
istri yang telah melansungkan pernikahan pada hari Jum'at 10 Januari
2020 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang tercantum didalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/1/2020 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagai pasangan suami istri dengan domisili terakhir di Lancang
Kanan Korong Kancang, Nagari Ill Koto Aur Malintang Selatan,
Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 1 Tahun 3
bu10012020lan sampai dengan berpisah, tanpa ada keturunan ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan harmonis yang tidak ada permasalah yang
berarti. Namun, setelah 2 (bulan) pernikahan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mengalami permasalah yang disebabkan
oleh :
4.1.Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga,
bahkan untuk beli rokok Tergugat, Tergugat selalu meminta uang
kepada Penggugat ;
4.2 .Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) ;
4.3.Tergugat suka berkata kotor ;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2021, terjadi

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran
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tersebut berujung kepada kekerasan fisik yang diterima Penggugat.
Setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama
hampir 6 (enam) bulan, serta tidak ada komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat ;
7. Bahwa usaha damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil,
karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra
Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil &4€“
adilnya (ex aequoet bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV
Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat, Nomor 004/04/1/2020 Tanggal 10 Januari 2020, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P;

2. Bukti Saksi.
Saksi 1, Saksi 1, sebagai Ibu kandung Penggugat di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Angga
Ibrahim;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat (saksi sendiri) di Lancang Kanan Korong
Kacang, Nagari Il Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV
Koto Aur Malintang berpisah;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum
karunai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran
Penggugat dan Tergugat saat itu Tergugat memukulkan kepala
Penggugat ke dinding kamar Penggugat menangis;

- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah

masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah
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nafkah untuk Penggugat, bahkan untuk beli rokok Tergugat minta
kepada Penggugat Tergugat juga sering melakukan kekerasan
kepada (KDRT) kepada Penggugat dan suka berkata-kata kotor
dan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal kurang lebih selama lebih kurang 5 bulan sejak bulan
Maret 2021,

- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil.

Saksi 2, Saksi 2 sebagai kakak kandung ayah Penggugat Penggugat di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Angga
Ibrahim;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat di Lancang Kanan Korong Kacang, Nagari Il
Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang
sampai berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat
belum dikarunai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi tau penyebab pertengkaran tersebut adalah
masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membeikan
nafkah kepada Penggugat bahkan beli roko Tergugat minta
kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan (KSRT)
kepada Penggugat saksi melihat langsung dan meilaht kakai

Penggugat membiru dipukul Tergugat dan Tergugat suka berkata-
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kata kotor kepada Penggugat yang mengakibatkan mereka telah
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang
lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran

Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus
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dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka
berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat
terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum
pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan
hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan
kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan
usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat,
yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam
duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat
adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
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1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan
Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena
perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama
Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun
2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan
tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara
Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan
belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak
ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-
saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan
Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah
bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

yang diberi kode (P);
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan
akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim
menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
telah dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam persidangan
ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut
telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada
bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan

asas:

ol e oL sla LoVl

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu
sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan
belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum
untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa
sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal
22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat
dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke
persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah
mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi
dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat
dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak
mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan
masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-
saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Efmi Lianis dan Zuarni di
bawah sumpahnya menerangkan bahwa pada pokoknya tidak pernah
melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tapi tahu berdasarkan
cerita dan keluhan yang disampaikan oleh Penggugat, namun saksi
mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
sudah tidak rukun karena masalah Tergugat kurang jujur dalam masalah
keuangan,suka berkata kasar dankurang dalam memberikan nafkah untuk
Penggugat dan anak serta Tergugat suka membuka iab rumah tangga
kepada keluarga Tergugat, Tergugat juga telah mengembalikan Penggugat
kepada orangtua Penggugat sehingga telah berpisah sampai sekarang
sudah 6 bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi, meskipun sudah pernah
diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud
dengan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan
perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah
tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling
memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis
Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi
yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri
akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan

menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahanmya jarang
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diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang
terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh
Penggugat, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Penggugat tidak
seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri
yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi yang
mengetahui sendiri tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan
tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini dan dengan tidak hadirnya Tergugat
di persidangan secara berkelanjutan serta tidak inginnya Penggugat
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah dilakukan
upaya damai oleh keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan,
telah menjadi sumber persangkaan yang dapat ditarik menjadi sebuah fakta
peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan secara
terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta
mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti
sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut
dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap
tidak berhasil rukun, dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah
sudah berpisabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal
tersebut merupakan qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan
hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk

rukun lagi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil
gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan
untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok,
hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu
pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan
dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih
sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi
salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii
ath-Thalag yang menyatakan, “Islam memilih lembaga talak/perceraian
ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak
bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang
(tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami
dalam “penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang
bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah
memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;
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Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli

Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid I,
halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang
menyatakan sebagai berikut:
Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau
dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk
penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu
hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim
memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali
suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian
tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal
155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat
wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan
pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Angga

Ibrahim Bin Ali Zamar) terhadap Penggugat (Vira Zahara Gusmi

Binti Gusnadi);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pariaman pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah oleh H. Muzakiir, SH,
sebagai Ketua Majelis, Wisri, S. Ag dan Milda Sukmawati, S. HI, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mairita, SH sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya
Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,

Wisri, S. Ag H. Muzakkir, SH

Milda Sukmawati, SH.I
Panitera Pengganti,

Meirita, SH.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
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ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  110.000,00
Redaksi 'Rp 10.000,00

Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp210.000,00(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
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